PERATURAN GU}BERNUR KALEMANTAN BARAT S

NOMOR :f% TAHUN 2021
TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN GUBERNUR- NOMOR 60 TAHUN 2017
TENTANG PEMBENTUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN' FUNGSI
SERTA TATA KERJA UNIT PELAKSANA TEKNIS MUSEUM '

Menimbang

PROVINSI E{ALIMANTAN BARAT

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

a.

d.

GUBERNUR KALIMANTAN BARAT

bahwa berdasaﬂ{an Peratufan Gubemur Nom(}r 59__.'-_' RS R L
Tahun 2017 telah ditetapkan Pembentukan Susunarl-;';_;* i

Organisasi, Tugas dan - Fu:ﬂgm serta Ta‘i:a Kerja . Unit o
Pelaksana Teknis Tarman Budaya Provmsz Kahmantan:f‘f':;----"-5".-_- s
Barat dan berdasarkan Peraturan: Gubernm ‘Nomor 60__':-":_-
Tahun 2017 tetah ditetapkan Pembenmkan Susunan*_:;f_!
Organisasi, Tugas dan Fung&, sezta Tata Kerja Umt'___i':_'-_-_g_

Pelaksana Tekms Museum Provmm Kahmantan Barat

bahwa berdasarkan ketentuan Pasai 11 ayat (2) humf e
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor. 12 Tahun 2017 - -
tentang Pedoman Pembentukan- ‘dan Eﬂaszfzkas:l Cabang S

Dinas dan Unit Pelaksana Tek:ms ‘Daerah, kmtena'_'_.f :
pembentukan UPTD meliputi tersedianya Jabatan-j__i_f_
Fungsional Teknis sesuai dengan tugas dan fung31 UP"I‘D ey

yang bersangkutan;

bahwa berdasarkan 'péﬂimbeinfgaﬁ' S@bagalman T

dimaksud dalam huruf b, serta dalam" rangka eﬁslensz*!-:':*

dan efektivitas pelaksanaan tugas fungs1 daﬁ tata k@rja_f ent

Unit Pelaksana Teknis Taman Eudaya dan ﬂmt'::'

Pelaksana Teéknis Museum Provms1 Kahmantan Barat
vang telah dibentuk berdasarkan’ Peraturan Gubemur SE

perlu dilakukan penyesualan da:sl perubahan

bahwa  berdasarkan - pen:imbangaﬂ sebagaimana}}.'_} £

dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan’ hmuf ¢, perlu
menetapkan Peraturan Gubemur tentang Perubahan;
Atas Peraturan Gubemur Nomm 60 Tahun 201’7 i:entaﬁgi; o

serta Tata Kerja Unit Pela.ksana "I‘ekms Museum P”rovm
Kalimantan Baz"ai '
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Mengingat

Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Nég’éréi Repubiii{'
Indonesia Tahun 1945;

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1956  tentang

Pembentukan - Daerah-Daerah Otonom  Provinsi -

Kalimantan Barat, Kalimantan Selatan dan Kalimantan

Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956

Nomor 65, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 1106);

Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Siste’%rﬁ g

Pendidikan  Nasional (Lembaran Negara Repubhk_ ) :' '
Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran -

Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 _’centan'g: Aparatur
Sipil Negara {(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun

2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Repubhk o
Indonesia Nomor 5494);

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 '-"tenta'n'g. -

Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik =
Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebaga:xmaﬁa S
telah diubah beberapa kali dan terakhir: denﬁan Undangu S
Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta I{ezja R
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor.- =
245, Tambahan Lembaran Negara Republik - IndOZ'LeSIa-""___ i

Nomor 6573},

Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1993 Tentang'_ |
Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1992 == =

Tentang Benda Cagar Budaya (Lembaran Negma
Republik Indonesia Tahun 1993);

Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 1695 ’I‘entang'*'

Pemeliharaan dan Pemanfaatan Benda Cagar. Buda.ya di

Museum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun SRR
1995 Nomor 35, Tambahan Lembaran Negara Repubhk'i'_'_-.f R

Indonesia Nomor 3599);

Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2015 ’I‘entarig 4
Museum {Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun: =
2015 Nomor 195, Tambahan Lembaran Negara Repubhk.

Indonesia Nomor 5733);

Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang
Perangkat Daerah (Lembaran Negara Repubhk Indonesm SRR
Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara - .
Republik Indonesia Nomor 5887) sebagalmana telaht . no

diubah dengan Peraturan Pemeérintah Nomor 72 Tahunf o
2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemermtah'

Nomor 18 Tahun 2016 -tentang Perangkat ‘Daerah |

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomior.

187, Tambahan Lembaran Negara Repub}ﬁ{ Iﬁdonema-f.::"

Nomor 6402);
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Menetapkan

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Gubernur Nomor 60 - ’I‘ahuzl 201’7 f
tentang Pembentukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Tngm serta Tata"-- SRR N
Eerja Unit Pelaksana Teknis Museum Provinsi Kalimartan Barat: (Ber;ta e

Daerah Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2017 Nemor 6()) dmbah sebagaz;_f Sl

berikut ;

10.

11.

12.

PERATURAN GUBERNUR TENTANG PERUBAHAN ATASZ{;'
PERATURAN GUBERNUR NOMOR 60 TAHUN 2017 = |
TENTANG PEMBENTUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS =
DAN FUNGSI, SERTA TATA KERJA UNIT PELAKSANA‘-- B P L
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Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2017
tentang Pedoman Pembentukan dan _Kiaéifikasi-:Cafbang-. _
Dinas dan Unit Pelaksana Teknis Daerah (Berita Negara’
Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 451); -

Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2016 tentang S

Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi
Kalimantan Barat (Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan

Barat Tahun 2016 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah':f{ -
Provinsi Kalimantan Barat Nomor 6) sebagannana tefiah"_ Lol
diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2019 " '
tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah  Nomor 8 . = =
Tahun 2016 ‘tentang Pembentukan -dan = Susunan
Perangkat Daerah Provinsi Kalimantan Barat (Lembaran

Daerah Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2019 Nomor

11, Tambahan Lembaran Daerah Prcmn& Kahrnantan"' o

Barat Nomor 9);

Peraturan Gubernur Nomor 98 Tahun- 2016 tentang_ﬁ_--__ o
Kedudukan, Susunan C)rgamsaen Tugas dan Fu11g31 o -

serta Tata Kerja Dinas - Pendidikan dan - Kebuday&an SRR b b
Provinsi Kalimantan Barat {Bemia Daerah’ Provingi SRR

Kalimantan Barat Tahun 2016 Nomor 98) Sebaga:aznana"

telah diubah dengan Peraturan -Gubernur Nomor 80
Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Pezatman Gubemur___ e
Nomor 98 Tahun 2016 tentang Kedudukan Susunan-};.-'_ s
Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Dinas
Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Kahmantaﬂ Earat_- S
(Berita Daerah Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2019-:._' gl

Nomor 81};

MEMUTUSKAN :

TEKNIS MUSEUM PROVINSI KALIMANTAN BARAT

Pasall

1. Ketentuan Pasal 1 diubah, sehingga berbunyi sebagai :befik'm o

Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini, yang dimaksud dengan :
1. Daerah adalah Provinsi Kalimantan Barat.
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10.

11.

12.

13.

14.

15.

16.
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Pemerintah daerah adalah Gubernur sebagai unsur _.peﬂy’eleﬁggara :
Pemerintahan  Daerah yang memimpin pelaksanaan = urusan
pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah Provinsi Kalimantan
Barat. -

Gubernur adalah Gubernur Kalimantan Barat. o -
Dinas adalah Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Kalimantan

Barat yang selanjuinya disebut Dinas adalah unsur pelaksaﬁa urusaﬂ R

pemerintahan di bidang pendidikan dan kebudayaan.

Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan RS

Provinsi Kalimantan Barat. _ i
Unit Pelaksana Teknis Museum yvang selanjutnya disebut UPT Museum' o

adalah unit teknis operasional yvang melaksanakan kega‘can teimls - R

tertentu dibidang museum.
Kepala UPT adalah Kepala UPT Museum Provinsi Kahmantan Beu at. _
Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya disingkat ASN' adalah profes1 )

bagi pegawai negeri sipil dan pegawai pemerintah: dengan peuan;zan'- | :

kerja yang bekerja pada instansi pemerintah. :
Pegawai Aparatur Sipil Negara yang selamu‘tnya dlsebui Pegawal ASN -

adalah pegawai negeri sipil dan pegawai pemerintah dengan per ;an;aan" e
kerja yang diangkat oleh pejabat pembina E{epegawman dan’ dlserahz*__'f; o
tugas dalam suatu jabatan pemerintahan atau diserahi mgas negara

lainya dan digaji berdasarkan peraturan pemnd:mg umdangan

Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat -PNS adalah Warga:f:-. e

negara Indonesia yang memenuhi syarsat tertentu, diangkat sebagai

Pegawai ASN secara tetap oleh pejabat pembina kepegawman untuk S

menduduki jabatan pemerintahan.

Jabatan Administrasi adalah sekelompok Jaba‘tan yang ‘bemsl fung31 e:ian ey
tugas Dberkaitan dengan pelayanan pubhk serta admmmtram o

pemerintahan dan pembangunan.

Pejabat Administrasi adalah Pegawai ASN yang mendudukz Jabatan'__ i

Administrasi pada instansi pemerintah.

Jabatan Fungsional adalah yang selanjutnya dmmgkat JF ~ dalah B

sekelompok jabatan yang berisi fungsi dan tugas berkajtaﬂ dei‘lgan' |
pelayanan fungsional yang berdasarkan pada keahhan dan S
keterampilan tertentu. ; : _

Pejabat Fungsional adalah Pegawai ASN yang menduduk:i Jabatan_'; -

Fungsional pada instansi pemerintah.

Benda cagar budaya adalah benda buatan manusia atau benda aiam,_' e
bergerak atau tidak bergerak vang berupa kesatuan atau- k@lompok
atau bagian-bagiannya atau sisa-sisanya, yang berumur sekurang~'__-. o

kurangnya 50 (lima puluh) tahun, atau mewakili masa gaya yang khasf'_ IR N
dan mewakili masa gaya sekurang-kurangnya 50 (limma puluh) tahun,_ dedi S
serta dianggap mempunyai nilai penting bagi sejarah ﬂmu ek

pengetahuan, dan kebudayaan.

Benda cagar budaya di Museum adalah semua koleksi Museum berupa. Smin

benda cagar budaya bergerak atau benda cagar buciaya terteni:u yaﬁgﬁ'”‘”

disimpan, dirawat, diamankan dan dimanfaatkan di Museum yang_{_'.
diperoleh dari hasil penemuan, hibah imbalan jasa, tmpan atau hasil - ST
dari kegiatan lain sesuai ketentuan peraturan perundang—undangan. REURLEEE e bl

yvang berlaku.
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17.

18.

19.

20.

21.

5

Pameran museum adalah suatu kegiatan teknik penataan koleksi pada
ruang pameran tetap maupun tidak tetap yang diatur menurut suatu

sistem tertentu, sehingga menjadi satu kesatuan- yang harmoms,_

komunikatif, informatif dan edukatif.

Pengadaan koleksi ialah suatu kegiatan pengumpulam benda benda _:_

asli (realia) atau reflika yang dapat dijadikan koleksi museum dan.'_.

berguna sebagai bahan pembuktian sejarah alam dan’ budaya manusza' '; o _
serta  lingkungannya dari wilayah nusantara - yang dapat e

menggambarkan identitas kesatuan bangsa.

Studi perbandingan koleksi ialah suatu kegiatan penehtlan ciﬂapangan -
untuk mendapatkan data-data tentang latar belakang, - fungs1 _untu’i{-
bahan melengkapi data suatu jenis koleksi museum. : T

Penyajian adalah melaksanakan pergelaran dan pameran kai ya seni .
yang dapat memberikan hiburan sehat kepada masyarakat

Peningkatan Mutu adalah suatu kegiatan: melaksanakan penggaizan, g :  -
penelitian dan pengembangan seni daerah serta kegzatan di b1dancr.__' S

kebudayaan lintas Kabupaten dan Kota untuk membemkem pen11a1an

Ketentuan Pasal 4 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

UPT Museum mempunyai tugas melaksanalkan kegzatan i:ekms operasmnal S
bidang Museum dan taman budaya sesuai ketentuan peraturan_

di

Pasal 4

perundang-undangan.

Ketentuan Pasal 5 diubah, sehingga berbunyi sebagai:béﬁiﬁﬁtﬁ_”zﬂ

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal ¢E~ UPT'_..': '.

Pasal 5

Museum mempunyai fungsi :

a.
b.

penyusunan program kerja UPT Museum;

perencanaan kegiatan yang berka;tan ‘dengan - aparatur dan umum,- B

pengelolaan keuangan dan aset di ingkungan UPT Museum, R

pelaksanaan kegiatan teknis di bidang peng umpu}an .perawaian
pengawetan dan penyajian benda yang mempunyaa mlaz budaya dah’_t}_.-_g_i} v

ilmiah;

pelaksanaan kegiatan penyebariuasan informasi hasﬂl penehtlan ls:o}el{sl.. Ee

benda yang mempunyai nilai budaya dan ilmiah;

pelaksanaan kegiatan teknis operasional di bldang edukatzf kuitural.:_i - g
dan penyajian rekreatif ‘Dbenda yang mempunyai mlai budaya dan:;__-

ilmiah;

pelaksanaan kegiatan teknis operasional ch bldang kolekm konservasz S

dan preparasi;

pelaksanaan kegiatan teknis operasional di bldang bzmbmg&m edukasi-i_:.;'__ : .

dan hubungan kelembagaan;

pelaksanaan kegiatan tekms operaszenai museum dan dokumentasx'_:_'j S

ilmiah;
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i. pelaksanaan kegiatan teknis operasional di bidang seni lintas
Kabupaten dan Kota serta pelaksanaan ceramah, seminar, diskusi,
termmu karya, lokakarya dan sarasehan seni;

j. pelaksanaan kegiatan pemeliharaan dan inventarisasi karya seni
daerah;

k. pelaksanaan kegiatan teknis operasional di bidang penyajian pergeiaraﬂ
dan pameran karya seni, pekan seni dan rekreasi sehat bagi
masyarakat, pengolahan dan gladi seni, eksprimentasi karya seni,
melalksanakan kegiatan seni lintas kabupaten/kota serta melaksanakan
lokakarya dan sarasehan dokumentasi dan publikasi karya seni dan
penyampaian informasi tertulis tentang karya seni;

. pelaksanaan kegiatan teknis operasional di bidang -pengg’aiiéh',- -

penelitian dan pengembangan seni daerah, melakukan inventarisasi -
dan pemeliharaan kebudayaan daerah serta melaksanakan lgegzatan
festival seni lintas Kabupaten /Kota;

m. pengelolaan Rumah Radakng sesuai ketentuan vang berlaku;
n. pelaporan terhadap pelaksanaan tugas di bidang Museum;

0. pemberian saran dan pertimbangan kepada Kepala Dinas di '_b'_ida:ﬁg _'
Museum; dan '

p. pelaksanaan tugas lain di bidang Museum yang daserahkan oleh E.epala : - -

Dinas.

Ketentuan Pasal 7 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut: .~ = -
Pasal 7

Kepala UPT Museum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 'ayat'( 1) .hui"ii'f

a, adalah unsur pimpinan yang mempunyai tugas melaksaﬂakan tugas;_ﬁ o
teknis operasional di bidang Museum dan Taman Budaya: beldasarkan_- Vel
kebijakan Kepala Dinas dan sesuai ketentuan pez"aturan perundang—

undangar.

Ketentuan Pasal 8 diubah, sehingga berbunyi sebagai berilut .:

Pasal 8

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasai 7‘ Kepaia" o

UPT Museum mempunyai fungsi :

a. penyusunan dan penyelarasan program Kkerja serta . peiaksanaan SR

monitoring dan evaluasi di lingkungan UPT Museumn; -
b. pelaksanaan administrasi di lingkungan UPT Museum;

c. penyelenggaraan kegiatan teknis operasional di b}dang keleksz - :
konservasi dan preparasi sesuai ketentuan peraturan pemndang—j

undangan;

d. penyelenggaraan Lkegiatan teknis operasional d1b1dang blmbmgaﬂ';f

edukasi dan hubungan kelembagaan sesuai lz;etentuan peraturanf.

perundang-undangan;
A "\PO PERARGHAT DALRAN
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Ketentuan Bagian Kelima dan Pasal 11 diubah, sehmgga her‘bunyz Sebagal : _'_13 _ |

-7 -

penyelenggaraan kegiatan teknis operasional di bn’iaﬁg penyaﬁali

pergelaran dan pameran karya seni, pekan seni dan rekreasi sehat bagi -
masyarakat, pengolahan dan gladi seni, eksperimentasi fkarj'fa-'._ééﬁi,
melaksanakan kegiatan seni lintas kabupaten/kota serta melaksanakan
lokakarya dan sarasehan dokumentasi dan publikasi karya seni _'d.an :
penyampaian informasi tertulis tentang karya seni sesuai ketentuan -
peraturan perundang-undangan; '

penyelenggaraan kegiatan teknis operasional di bidang pengga}iaﬁ o
penelitian dan pengembangan seni daerah, melakukan inventarisasi
dan pemeliharaan kebudayaan daerah serta meiaksanakan keglatan
festival seni lintas Kabupaten/Kota serta pengelolaan rumah’ radalmg ;"
sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;

pelaksanaan pengawasan kegiatan teknis di lingkungan UPT Museum
pengendalian kegiatan teknis operaswnal di lingkungan UPT I\/Iuseum

pelaksanaan pelaporan kegiatan teknis operasional di 11ngkungan UPT -
Museum; dan _

pelaksanaan tugas lain di bidang Museum sesuai ketentuan peraturan
perundang-undangan. :

berikut :

(1)

(3)

4)

Bagian kelima
Kedudukan dan Tugas Kelompok Jabatan Fungsional -

Pasal 11

Kelompok Jabatan fungsional sebagaimana dimaksud 'daiam Pasal 5

ayat (1) huruf h, yang diangkat berdasarkan penyetaraan Jabataﬂ:":'

melaksanakan tugas dan fungsi Jabatan Admmzstra& bex kaitm dengan :
pelayanan teknis fungsional. ' ' ' :

Penganglkatan dan pelantikan melalui penyetaraan jabaiaﬂ dﬂakukaﬁ'_-_ﬁ
sesuai dengan rekomendasi penetapan persetujuan dam kementerlan_:_'__ R R

terkait sesuai ketentuan peraturan perundang—undangan

Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud | daﬁiaﬂl ayat { 1)-:-';.:
berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab secara langsurlg":_ﬁ?_}

kepada Pejabat Administrator,

Dalam masa transisi, bagi Perangkat Daerah’ Yang dliakul{an'-."' .' |
penyetaraan dan/atau penghapusan Jabatan Admimstram ke dalam';_'-'- i EHER
Jabatan Fungsional, dapat ditetapkan ' Koordinator dan / atau Sub - v
Koordinator Kelompok Jabatan Fungsional untuk tuwas atau fungszf";'[ :
tertentu yang dipimpin oleh pejabat fungsmna} atau oieh pejabat‘-__f.-_:” 5
pelaksana senior yang ditunjuk, sampai dztetapkannya pe:ramran S

perundang-undangan yang mengatur tentang Koordmator dan/ atau. o
Sub Koordinator Jabatan Fungsional. SRR
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(5) Penetapan, rincian tugas dan fungsi koordinasi, tugas t_ambahaﬁ serta
pengelolaan kegiatan Koordinator dan/atau Sub Koordinator Kelompok
Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat {4}, diatur lebih -
lanjut dengan Keputusan Kepala Perangkat Daerah sesuai kétentuan
peraturan perundang-undangan.

Diantara Pasal 14 dan Pasal 15 disisipkan 1 (satu) Pasal yakm Pasal lé%A .
sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 14A

(1) Pengangkatan melalui penyetaraan Jabatan Administrasi ke da}am |
Jabatan Fungsional di lingkungan Unit Pelaksana Teknis dilakukan

setelah mendapat penetapan atau persetujuan dari kemeriterian terkazt. D

sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

(2) Bagt Unit Pelaksana Teknis yang dilakukan penyeta;&an maupun S
penghapusan Jabatan Admzmstmm ke dalam Jabatan Fungsmnal S
dapat ditetapkan Koordinator Kelompok Jabatan Fungsmnal dengan-__ RO

Keputusan Kepala Unit Pelaksana Teknis sesuai keten‘tuan peramran-
perundang-undangan. '

(3) Rincian tugas dan fungsi koordinasi, tugas tambahan serta pengem}aan,

kegiatan Koordinator Kelompok Jabatan - Fungsional - sebagaimana N

dimaksud pada ayat (2), diatur lebih lanjut dengan Keputusan Kepala g
Unit Pelaksana Teknis sesuai ketentuan peratiran perundang--'
undangarn.

Ketentuan Pasal 18 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut : -

Pasal 18

Kepala UPT wajib memberikan dukungan dan kerja sama yemg balk dalam:_ o o

kegiatan pemantauan dan evaluasi serta fasilitasi penataan I{elembagaan”}'f A
dan analisis jabatan, ketatalaksanaan, serta reformasi: birokrasi dan =
akuntabilitas kinerja yang dilaksanakan oleh Peraﬁgka‘t Daelah yang";"_"' L

bertanggung jawab di Bidang Organ1sas1

Ketentuan Pasal 19 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut : L

Pasal 19

Pegawai Negeri Sipil yang melaksanakan tugas pada UPT’ Museum da:n UPT : o
Taman Budaya tetap melaksanakan tugasnya Sepamganff beium ada._-“' '

penugasan yang baru dari Pejabat Pembina Kepegawaian.

HARO PERANGHAT DABRAH
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10. Ketentuan Pasal 20 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :
Pasal 20

Pada saat Peraturan Gubernur ini mulai berlaku, Peraturan Gubernur
Nomor 59 Tahun 2017 tentang Pembentukan, Susunan Organisasi dan
Tata Kerja Taman Budaya Provinsi Kalimantan Barat (Berita Daerah
Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2017 Nomor 59), serta segala ketentuan

yang mengatur hal yang sama dan bertentangan dengan Peraturan
Gubernur ini, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal ll

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan =

Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi
Kalimantan Barat. '

Ditetapkan di Pontianak
('f‘;g Yy (TR (;;;W; 2k ._ .
pada tanggal 71 UniReRd

/;,GUBERNUR KALIMANTAN BARAT,{.

Diundangkan di Pontianak

pada tanggal [t “he

SEKRETARIS DAERAH
PROVINSI KALIMANTAN BARAT,

o

A. L. LEYSANDRI

BERITA DAERAH PROVINSI KALIMANTAN BARAT TAHUN 2021 NOMOR




LAMPIRAN

PERATURAN GUBERNUR KALIMANTAN BARAT

NOMOR TAHUN 2021

TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN GUBERNUR NOMOR 60 TAHUN 2017
TENTANG PEMBENTUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI SERTA ’I‘A’I‘A L
KERJA UNIT PELAKSANA TEKNIS MUSEUM PROVINSI KALIMANTAN BARAT E : L

KEPALA UPT

SUB BAGIAN
TATA USAHA
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